KEPALA DESA KUMPULREJO
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KUMPULREJO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

. a.

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUMPULREJO

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo Tahun Anggaran
2018.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



13.

14.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);



26.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
48);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam
Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No.
16);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2015Nomor 53 Seri E No. 47),Sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016Nomor 3 Seri E No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 4 Seri E No. 4);
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.
15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Seri E No. 49 );

Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati kendal Nomor 52 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 4 Seri E No. 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya
Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 26);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun
2018(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
Nomor 72);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kumpulrejo
Kecamatan Patebon Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa
Wonosari Tahun 2017 Nomor 01);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMPULREJO

Menetapkan :

dan
KEPALA DESA KUMPULREJO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA KUMPULREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Kendal.

kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.

. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala

Desa di Daerah.

. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri

atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan
Pelaksana Teknis.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya
disingkat ¥ RPJM  Desa, adalah rencana  kegiatan
pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

SILPA TAHUN 2017 Rp. 22.573.607 ,-

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp - dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.445.959.307,-

perubahan
b. Realisaasi Rp. 1.426.586.121,-,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. 626.814,-
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai
berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan  Rp. 1.468.532.914,-
b. Realisaasi Rp. 1.435.412.208,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. 32.493.892,-

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai
berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. -
b. Realisaasi Rp. 32.493.892,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 32.493.892,-
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. - dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. -
setelah perubahan

b. Realisaasi Rp. -
Selisih lebih / (kurang) Rp. -
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. - dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. -
setelah perubahan

b. Realisaasi Rp. -
Selisih lebih / (kurang) Rp. -
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. - dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. -
neto setelah perubahan
b. Realisaasi Rp. -

Selisih lebih / (kurang) Rp. -

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :



1. Lampiran I  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran 2018;

2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran 2018.

3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke
desa Tahun Anggaran 2018;
Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kumpulrejo
Pada tanggal : Maret 2019

KEPALA DESA KUMPULREJO

BASUKI

Diundangkan di KUMPULREJO
pada tanggal : Maret 2019

SEKRETARIS DESA
KUMPULREJO

Afif Muhammad

LEMBARAN DESA KUMPULREJO TAHUN 2019 NOMOR 02



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 02/DS-Kumpulrejo/2019
Nomor : 02 / BPD-Kumpulrejo / 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan
belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. (Basuki) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Kumpulrejo yang beralamat di
Kumpulrejo, selanjutnya  disebut
PIHAK PERTAMA.

2. ( H. Solichin, S.Pdi ) : Ketua BPD Desa Kumpulrejo
3. (Suratman, S.Ag) : Wakil Ketua BPD Desa Kumpulrejo
4. (Ngamdani) . Sekretaris BPD Desa Kumpulrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Kumpulrejo, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan
Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan
oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan
Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan
koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya
sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.



4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara
ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kumpulrejo, 18 Maret 2019

KEPALA DESA KUMPULREJO KETUA BPD
DESA KUMPULREJO

( BASUKI )
( H. SOLICHIN, S.Pdi )

WAKIL KETUA BPD
DESA KUMPULREJO

( SURATMAN, S.Ag)

SEKRETARIS BPD
DESA KUMPULREJO

( NGAMDANI )



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu

Sembilan Belas, bertempat di desa Kumpulrejo, Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi
Wanita dalam rangka membahas Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal
usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Desa Kumpulrejo.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Membahas

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

dan Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

2018 dengan rincian sebagai berikut :

LEBIH / KET
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI (KURANG)
REKENING (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 161.225.000 161.851.814 626.814
1 1)1 Hasil Usaha 43.100.000 43.100.000
1 1]2 Hasil Aset Desa 118.125.000 118.125.000
1 1|3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 626.814 626.814
1 |2 Pendapatan Transfer 1.284.734.307 | 1.264.734.307 0
1 2|1 Dana Desa 722.209.000 722.209.000 0
1 |2]2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah 43.985.307 43.985.307 0
Kabupaten/ Kota
1 2|3 Alokasi Dana Desa 363.540.000 363.540.000 0
1 214 Bantuan Keuangan 0
1 (2|4 Bantuan Provinsi 55.000.000 35.000.000 | (20.000.000)
1 214 Bantuan Kabupaten / Kota 100.000.000 100.000.000 0
1 |3 Pendapatan Lain lain 0 0 0
1 (3|1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang 0 0 0
tidak mengikat
1 (3|2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.445.959.307 | 1.426.586.121 20.626.814
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 520.414.079 486.942.093 33.471.986
2 11 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 274.470.870 274.470.870 0
2 11 Belanja Pegawai: 274.470.870 274.470.870 0
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 218.120.100 218.120.100 0
Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 40.150.770 40.150.770 0
- Tunjangan BPD 16.200.000 16.200.000 0
2 1|2 Operasional Perkantoran 25.456.297 15.723.486 1.421.743
2 1]2 Belanja Barang dan Jasa 24.456.500 14.723.486 1.421.743




- Listrik, air, Telepon, dan internet 5.040.000 4,981.436 58.564

- Alat Tulis Kantor 2.394.500 1.553.050 841.450

- Alat dan Bahan Kebersihan 417.000 0 417.000

- Benda POS 750.000 750.000 0

- Alat listrik/battery/lampu 720.000 720.000 0

- Fotokopi, cetak, penggandaan 810.000 810.000 0

- Makanan dan minuman rapat 4.020.000 3.420.000 600.000

- Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000 0 4.800.000

- Perawatan kendaraan bermotor 1.145.000 0 1.145.000

- Perjalanan Dinas 1.910.000 2.400.000 -490.000

- Pemeliharaan alat kantor Dn rumah tangga 2.450.000 0 2.450.000

- Jasa transaksi keuangan (admin bank) 0 90.000 (90.000)

Belanja Modal 999.797 999.000 797

- Pengadaan buku dan kepustakaan 999.797 999.000 797

3 Operasional BPD 2.180.000 2.180.000 0

3 Belanja Barang dan Jasa 580.000 580.000 0

- Alat Tulis Kantor 145.000 145.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 35.000 35.000 0

- Makanan dan minuman rapat 400.000 400.000 0

Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0

- Belanja uang sidang BPD dan anggotanya 1.600.000 1.600.000 0

4 Operasional RT/ RW 22.520.000 22.520.000 0

4 Belanja barang dan jasa 22.520.000 22.520.000 0

- honorarium lainnya 3.200.000 3.200.000 0

- alat tulis kantor 120.000 120.000 0

- bantuan Transport 19.200.000 19.200.000 0

5 Penyelenggaraan musyawarah desa 3.972.000 2.967.000 1.004.500

5 Belanja Barang dan Jasa 3.972.000 2.967.000 1.004.500

- Alat Tulis Kantor 55.000 55.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 87.000 22.500 64.500

- Makanan dan minuman rapat 1.400.000 700.000 700.000

- Belanja dekorasi dan dokumentasi 330.000 90.000 240.000

- Bantuan transport peserta rapat 2.100.000 2.100.000 0

0

6 Pengisian perangkat desa 2.145.000 2.145.000 0

6 Belanja Barang dan Jasa 2.145.000 2.145.000 0

- Makanan dan minuman rapat 2.145.000 2.145.000 0

0

17 Penyusunan Peraturan Desa 3.595.000 3.595.000 0

17 Belanja Barang dan Jasa 3.595.000 3.595.000 0

- Alat Tulis Kantor 255.000 255.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 330.000 330.000 0

- Makanan dan minuman rapat 910.000 910.000 0

- Bantuan transport 2.100.000 2.100.000 0

21 Jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat 8.532.152 7.402.397 1.129.755
desa

21 Belanja pegawai 8.532.152 7.402.397 1.129.755

- luran jaminan kesehatan 8.532.152 7.402.397 1.129.755

22 Pemberian jasa pengabdian 10.000.000 10.000.000 0

22 Belanja pegawai 10.000.000 10.000.000 0

- Jasa pengabdian 10.000.000 10.000.000 0

23 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 20.354.039 20.354.039 0

23 Belanja modal 20.354.039 20.354.039 0

- Pengadaan peralatan kantor 7.400.000 7.400.000 0

- Pengadaan komputer 12.954.039 12.954.039 0

24 Peningkatan Kapasitas Kades, Peragkat Desa 1.750.000 1.650.000 100.000

Belanja Barang dan jasa 1.750.000 1.650.000 100.000




- Belanja Peltihan dan bahan praktek 1.000.000 900.000 100.000
- Belanja perjalanan dinas 750.000 750.000 0
25 Penatausahaan administrasi keuangan desa 8.889.000 8.889.000 0
25 Belanja pegawai 7.500.000 7.500.000 0
- Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa 7.500.000 7.500.000 0
Belanja Barang dan jasa 1.389.000 1.389.000 0
- Alat Tulis Kantor 317.000 317.000 0
- Belanja benda pos dan materai 450.000 450.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 250.000 250.000 0
- Makanan dan minuman rapat 252.000 252.000 0
- Belanja dekorasi dan dokumentasi 120.000 120.000 0
31 fasilitasi potensi desa dim rangka peningkatan 6.366.000 6.295.000 71.000
Belanja Barang dan jasa 6.366.000 6.295.000 71.000
- Alat Tulis Kantor 370.000 299.000 0
- Belanja benda pos dan materai 96.000 96.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 50.000 50.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.500.000 1.500.000 0
- Belanja bantuan transport 4.350.000 4.350.000 0
36 Pembayaran tambahan tunjangan 118.125.000 118.125.000
Belanja pegawai 118.125.000 118.125.000
- Belanja tambahan tunj.Kades & Perangkat 118.125.000 118.125.000
37 Jaminan ketenagakerjaan 12.058.721 10.978.840 1.079.881
37 Belanja pegawai 12.058.721 10.978.840 1.079.881
- luran jaminan ketenagakerjaan 12.058.721 10.978.840 1.079.881
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 770.776.835 718.480.675 52.296.160
2 Pembangunan jalan desa 244.613.000 243.041.000 1.572.000
Belanja barang dan jasa 1.575.000 1.575.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 1.575.000 1.575.000 0
1 Belanja modal 243.038.000 241.466.000 1.572.000
- Pengadaan Jalan Desa 243.038.000 241.466.000 1.572.000
12 Pembangunan sarana air bersih 100.291.000 99.613.750 677.250
4 Belanja barang dan jasa 375.000 375.000
- Belanja honorarium tim panitia 375.000 375.000
1 Belanja modal 99.916.000 99.238.750 677.250
- Belanja modal pemb.sarana air bersih 99.916.000 99.238.750 677.250
16 Pengembangan PKD & polindes 20.000.000 0 20.000.000
Belanja modal 20.000.000 0 20.000.000
- Belanja modal pemb.sarana prasaran kesehat 20.000.000 0 20.000.000
24 Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa 6.048.835 359.000 5.689.835
Belanja modal 6.048.835 359.000 5.689.835
- Belanja modal pengadaan bangunan lainnya 6.048.835 359.000 5.689.835
25 Pembangunan dan pemeliharaan embung 71.777.000 71.757.000 20.000
desa
Belanja modal 71.777.000 71.757.000 20.000
- Belanja modal pengadaan jaringan air 71.777.000 71.757.000 20.000
29 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingk 19.625.000 19.550.625 74.375
Belanja modal 19.625.000 19.550.625 74.375
- Belanja modal pemb. Dan pemeliharaan 19.625.000 19.550.625 74.375
sanitasi
30 Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 23.855.000 23.854.300 700
irigasi desa
30 Belanja modal 23.855.000 23.854.300 700
- Pembangunan saluran irigasi 23.855.000 23.854.300 700




50 Pembangunan & pemeliharaan talud/sender 224.968.000 208.695.000 16.273.000
Belanja barang dan jasa 450.000 450.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 450.000 450.000 0
Belanja modal 224.518.000 208.245.000 16.273.000
Belanja modal pembangunan talud/sender 224.518.000 208.245.000 16.273.000
2|51 Pembangunan saluran drainase/gorong2 13.512.000 13.100.000 412.000
Belanja barang dan jasa 300.000 300.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 300.000 300.000 0
2|51 Belanja modal: 13.212.000 12.800.000 412.000
- Pembangunan saluran drainase/gorong’ 13.212.000 12.800.000 412.000
53 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha 46.087.000 38.510.000 7.577.000
tani
Belanja barang dan jasa 300.000 300.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 300.000 300.000 0
Belanja modal: 45.787.000 38.210.000 7.577.000
- Pembangunan jalan usaha tani 45.787.000 38.210.000 7.577.000
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 165.788.000 156.040.000 9.748.000
3|11 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran 130.000.000 130.000.000 0
rumah tidak layak huni
3|11 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 130.000.000 0
- Alat Tulis Kantor 225.000 225.000 0
- Benda pos dan materai 390.000 390.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 495.000 495.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.500.000 1.500.000 0
- Bantuan transport 550.000 550.000 0
- Dekorasi dan dokumentasi 2.340.000 2.340.000 0
- Barang untuk diberikan kpd masyarakat 123.500.000 123.500.000 0
- Belanja honorarium lainnya 1.000.000 1.000.000 0
3|12 Operasional PKK 10.932.500 10.869.500 63.000
3|1 Belanja Barang dan Jasa 10.932.500 10.869.500 63.000
3|11 - Alat Tulis Kantor 240.000 240.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 182.500 182.500 0
- Makanan dan minuman rapat 7.250.000 7.250.000 0
- Bahan praktek dan pelatihan 1.520.000 1.520.000 0
- Honorarium tim panitia 1.100.600 1.100.600 0
- Bantuan transport 2.080.000 2.080.000 0
- Surat kabar/majalah 80.000 17.000 63.000
3|13 Operasional LKMD/LPMD 1.157.000 1.157.000 0
3|13 Belanja Barang dan Jasa 1.157.000 1.157.000 0
- Alat Tulis Kantor 32.000 32.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 25.000 0
- Makanan dan minuman rapat 700.000 700.000 0
- Bantuan transport 400.000 400.000 0
3|14 Operasional Karang Taruna 2.200.500 2.200.500 0
4114 Belanja Barang dan Jasa 2.200.500 2.200.500 0
- Alat Tulis Kantor 212.000 212.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 28.500 28.500 0
- Makanan dan minuman rapat 760.000 760.000 0
- Belanja jasa upah tenaga kerja 560.000 560.000 0
- Bantuan transport 640.000 640.000 0
3] 15 Operasional Linmas/Hansip 2.700.000 1.295.000 1.405.000
3|15 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 1.295.000 1.405.000
- Alat Tulis Kantor 25.000 25.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 20.000 5.000




- Makanan dan minuman rapat 250.000 250.000 0
- Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.400.000 0 1.400.000
- Bantuan transport 1.000.000 1.000.000 0

3|16 Operasional pembinaan dan pengelolaan 4.800.000 4.800.000 0
pendidikan anak usia dini

3|16 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0
- Honorarium lainnya 4.800.000 4.800.000 0

3|17 Operasional pengelolaan dan pembinaan 8.240.000 0 8.240.000
posyandu

3|17 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000 0 8.240.000
- Belanja pakaian dinas dan atributnya 3.000.000 0 3.000.000
- Bantuan transport 800.000 0 800.000
- Belanja program makanan tambahan 4.440.000 0 4.440.000

3] 19 Kegiatan operasional PPKBD/SKD 1.758.000 1.718.000 40.000

3119 Belanja Barang dan Jasa 1.758.000 1.718.000 40.000
- Alat Tulis Kantor 112.000 112.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 16.000 16.000 0
- Makanan dan minuman rapat 150.000 150.000 0
- Belanja bantuan transport 1.480.000 1.440.000 40.000

3|20 Fa5|ll?a§| penyelenggaraan kegiatan dan 4.000.000 4.000.000
pendidikan keagamaan

3|20 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000
- Honorarium lainnya 4.000.000 4.000.000

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11.554.000 11.554.000 0

4| 8 Pengembangan seni budaya lokal 2.117.000 2.117.000 0

4|8 Belanja Barang dan Jasa 617.000 617.000 0
- Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan 17.000 17.000 0
- Belanja makanan dan minuman rapat 600.000 600.000 0
Belanja modal 1.500.000 1.500.000 0
- Belanja Pengadaan hewan dan ternak 1.500.000 1.500.000 0

4113 Pembentukan dan fasilitasi kader 5.000.000 5.000.000 0
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

4113 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0
- Alat Tulis Kantor 145.000 145.000 0
- Belanja pos dan materai 30.000 30.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 25.000 0
- Makanan dan minuman rapat 50.000 50.000 0
- Bantuan transport 4.750.000 4.750.000 0

4117 Fasilitasi penyelenggaraa!n kegiatan kesenian 3.200.000 3.200.000 0
lokal dan peringatan hari besar

4| 17 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.200.000 1.200.000 0
- Belanja barang untuk diberikan kpd 2.000.000 2.000.000 0

masyarakat
20 Kegiatan pendirian dan Pengembangan 1.237.000 1.237.000 0

BUMDEs
Belanja barang dan jasa 1.237.000 1.237.000 0
- Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan 37.000 37.000 0
- Belanja makanan dan minuman rapat .1.200.000 .1.200.000 0

5 Bidang Tidak Terduga 0 0

5|3 Tanggap Darurat Bencana 0 0

5|3 Belanja Barang dan Jasa 0 0
Barang untuk diberikan kepada masyarakat 0 0




JUMLAH BELANJA 1.468.532.914 | 1.435.412.208 32.493.892
SURPLUS / (DEFISIT) (22.573.607) 10.547.099 | (33.120.706)
PEMBIAYAAN
3 Penerimaan Pembiayaan 22.573.607 16.369.500 6.204.107
1 SILPA tahun 2017 22.573.607 16.369.500 6.204.107
JUMLAH PEMBIAYAAN 22.573.607 16.369.500 6.204.107
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN 0 26.916.599 | (26.916.599)
ANGGARAN

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUMPULREJO

1. Ketua/Anggota : H. SOLICHIN, S.Pdi (oo )
2. Wakil Ketua/Anggota : SURATMAN, S.Ag (e )
3. Sekretaris/Anggota : NGAMDANI (e )
4. Anggota : MUHLISIN (oo )
5. Anggota : H. ZAENUDIN (ceeeeeieeens )
6. Anggota : SURYOTO (ceeeereees )
7. Anggota : MUHAMMAD IMAM (b )

8. Anggota : MUJI SLAMET (e, )




Lampiran I PERATURAN DESA KUMPULREJO
NOMOR :02
TANGGAL :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
TAHUN ANGGARAN 2018

LEBIH / KET
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI (KURANG)
REKENING (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1 |1 Pendapatan Asli Desa 161.225.000 161.851.814 626.814
1 1|1 Hasil Usaha 43.100.000 43.100.000
1 1|2 Hasil Aset Desa 118.125.000 118.125.000
1 1|3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 626.814 626.814
1 2 Pendapatan Transfer 1.284.734.307 | 1.264.734.307 0
1 |21 Dana Desa 722.209.000 722.209.000 0
1 (22 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah 43.985.307 43.985.307 0
Kabupaten/ Kota
1 (2|3 Alokasi Dana Desa 363.540.000 363.540.000 0
1 2|4 Bantuan Keuangan 0
1 (2|4 Bantuan Provinsi 55.000.000 35.000.000 | (20.000.000)
1 214 Bantuan Kabupaten / Kota 100.000.000 100.000.000 0
1 |3 Pendapatan Lain lain 0 0 0
1 (3|1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang 0 0 0
tidak mengikat
1 (3|2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.445.959.307 | 1.426.586.121 20.626.814
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 520.414.079 486.942.093 33.471.986
2 1|1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 274.470.870 274.470.870 0
2 1)1 Belanja Pegawai: 274.470.870 274.470.870 0
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 218.120.100 218.120.100 0
Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 40.150.770 40.150.770 0
- Tunjangan BPD 16.200.000 16.200.000 0
2 1|2 Operasional Perkantoran 25.456.297 15.723.486 1.421.743
2 1|2 Belanja Barang dan Jasa 24.456.500 14.723.486 1.421.743
- Listrik, air, Telepon, dan internet 5.040.000 4,981.436 58.564
- Alat Tulis Kantor 2.394.500 1.553.050 841.450
- Alat dan Bahan Kebersihan 417.000 0 417.000
- Benda POS 750.000 750.000 0
- Alat listrik/battery/lampu 720.000 720.000 0
- Fotokopi, cetak, penggandaan 810.000 810.000 0
- Makanan dan minuman rapat 4.020.000 3.420.000 600.000
- Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000 0 4.800.000
- Perawatan kendaraan bermotor 1.145.000 0 1.145.000
- Perjalanan Dinas 1.910.000 2.400.000 -490.000
- Pemeliharaan alat kantor Dn rumah tangga 2.450.000 0 2.450.000
- Jasa transaksi keuangan (admin bank) 0 90.000 (90.000)
Belanja Modal 999.797 999.000 797
- Pengadaan buku dan kepustakaan 999.797 999.000 797
2 | 1|3 Operasional BPD 2.180.000 2.180.000 0
2 1(3 Belanja Barang dan Jasa 580.000 580.000 0




- Alat Tulis Kantor 145.000 145.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 35.000 35.000 0

- Makanan dan minuman rapat 400.000 400.000 0

Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0

- Belanja uang sidang BPD dan anggotanya 1.600.000 1.600.000 0

4 Operasional RT/ RW 22.520.000 22.520.000 0

4 Belanja barang dan jasa 22.520.000 22.520.000 0

- honorarium lainnya 3.200.000 3.200.000 0

- alat tulis kantor 120.000 120.000 0

- bantuan Transport 19.200.000 19.200.000 0

5 Penyelenggaraan musyawarah desa 3.972.000 2.967.000 1.004.500

5 Belanja Barang dan Jasa 3.972.000 2.967.000 1.004.500

- Alat Tulis Kantor 55.000 55.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 87.000 22.500 64.500

- Makanan dan minuman rapat 1.400.000 700.000 700.000

- Belanja dekorasi dan dokumentasi 330.000 90.000 240.000

- Bantuan transport peserta rapat 2.100.000 2.100.000 0

0

6 Pengisian perangkat desa 2.145.000 2.145.000 0

6 Belanja Barang dan Jasa 2.145.000 2.145.000 0

- Makanan dan minuman rapat 2.145.000 2.145.000 0

0

17 Penyusunan Peraturan Desa 3.595.000 3.595.000 0

17 Belanja Barang dan Jasa 3.595.000 3.595.000 0

- Alat Tulis Kantor 255.000 255.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 330.000 330.000 0

- Makanan dan minuman rapat 910.000 910.000 0

- Bantuan transport 2.100.000 2.100.000 0

21 Jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat 8.532.152 7.402.397 1.129.755
desa

21 Belanja pegawai 8.532.152 7.402.397 1.129.755

- luran jaminan kesehatan 8.532.152 7.402.397 1.129.755

22 Pemberian jasa pengabdian 10.000.000 10.000.000 0

22 Belanja pegawai 10.000.000 10.000.000 0

- Jasa pengabdian 10.000.000 10.000.000 0

23 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 20.354.039 20.354.039 0

23 Belanja modal 20.354.039 20.354.039 0

- Pengadaan peralatan kantor 7.400.000 7.400.000 0

- Pengadaan komputer 12.954.039 12.954.039 0

24 Peningkatan Kapasitas Kades, Peragkat Desa 1.750.000 1.650.000 100.000

Belanja Barang dan jasa 1.750.000 1.650.000 100.000

- Belanja Peltihan dan bahan praktek 1.000.000 900.000 100.000

- Belanja perjalanan dinas 750.000 750.000 0

25 Penatausahaan administrasi keuangan desa 8.889.000 8.889.000 0

25 Belanja pegawai 7.500.000 7.500.000 0

- Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa 7.500.000 7.500.000 0

Belanja Barang dan jasa 1.389.000 1.389.000 0

- Alat Tulis Kantor 317.000 317.000 0

- Belanja benda pos dan materai 450.000 450.000 0

- Fotokopi, cetak, Penggandaan 250.000 250.000 0

- Makanan dan minuman rapat 252.000 252.000 0

- Belanja dekorasi dan dokumentasi 120.000 120.000 0

31 fasilitasi potensi desa dlm rangka peningkatan 6.366.000 6.295.000 71.000

Belanja Barang dan jasa 6.366.000 6.295.000 71.000

- Alat Tulis Kantor 370.000 299.000 0




- Belanja benda pos dan materai 96.000 96.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 50.000 50.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.500.000 1.500.000 0
- Belanja bantuan transport 4.350.000 4.350.000 0
36 Pembayaran tambahan tunjangan 118.125.000 118.125.000
Belanja pegawai 118.125.000 118.125.000
- Belanja tambahan tunj.Kades & Perangkat 118.125.000 118.125.000
37 Jaminan ketenagakerjaan 12.058.721 10.978.840 1.079.881
37 Belanja pegawai 12.058.721 10.978.840 1.079.881
- luran jaminan ketenagakerjaan 12.058.721 10.978.840 1.079.881
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 770.776.835 718.480.675 52.296.160
2 Pembangunan jalan desa 244.613.000 243.041.000 1.572.000
Belanja barang dan jasa 1.575.000 1.575.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 1.575.000 1.575.000 0
1 Belanja modal 243.038.000 241.466.000 1.572.000
- Pengadaan Jalan Desa 243.038.000 241.466.000 1.572.000
12 Pembangunan sarana air bersih 100.291.000 99.613.750 677.250
4 Belanja barang dan jasa 375.000 375.000
- Belanja honorarium tim panitia 375.000 375.000
1 Belanja modal 99.916.000 99.238.750 677.250
- Belanja modal pemb.sarana air bersih 99.916.000 99.238.750 677.250
16 Pengembangan PKD & polindes 20.000.000 0 20.000.000
Belanja modal 20.000.000 0 20.000.000
- Belanja modal pemb.sarana prasaran kesehat 20.000.000 0 20.000.000
24 Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa 6.048.835 359.000 5.689.835
Belanja modal 6.048.835 359.000 5.689.835
- Belanja modal pengadaan bangunan lainnya 6.048.835 359.000 5.689.835
25 Pembangunan dan pemeliharaan embung 71.777.000 71.757.000 20.000
desa
Belanja modal 71.777.000 71.757.000 20.000
- Belanja modal pengadaan jaringan air 71.777.000 71.757.000 20.000
29 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingk 19.625.000 19.550.625 74.375
Belanja modal 19.625.000 19.550.625 74.375
- Belanja modal pemb. Dan pemeliharaan 19.625.000 19.550.625 74.375
sanitasi
30 Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 23.855.000 23.854.300 700
irigasi desa
30 Belanja modal 23.855.000 23.854.300 700
- Pembangunan saluran irigasi 23.855.000 23.854.300 700
50 Pembangunan & pemeliharaan talud/sender 224.968.000 208.695.000 16.273.000
Belanja barang dan jasa 450.000 450.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 450.000 450.000 0
Belanja modal 224.518.000 208.245.000 16.273.000
Belanja modal pembangunan talud/sender 224.518.000 208.245.000 16.273.000
51 Pembangunan saluran drainase/gorong2 13.512.000 13.100.000 412.000
Belanja barang dan jasa 300.000 300.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 300.000 300.000 0
51 Belanja modal: 13.212.000 12.800.000 412.000
- Pembangunan saluran drainase/gorong’ 13.212.000 12.800.000 412.000
53 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha 46.087.000 38.510.000 7.577.000
tani
Belanja barang dan jasa 300.000 300.000 0
- Belanja honorarium tim panitia 300.000 300.000 0




Belanja modal: 45.787.000 38.210.000 7.577.000
- Pembangunan jalan usaha tani 45.787.000 38.210.000 7.577.000
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 165.788.000 156.040.000 9.748.000
3|11 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran 130.000.000 130.000.000 0
rumah tidak layak huni
3|11 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 130.000.000 0
- Alat Tulis Kantor 225.000 225.000 0
- Benda pos dan materai 390.000 390.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 495.000 495.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.500.000 1.500.000 0
- Bantuan transport 550.000 550.000 0
- Dekorasi dan dokumentasi 2.340.000 2.340.000 0
- Barang untuk diberikan kpd masyarakat 123.500.000 123.500.000 0
- Belanja honorarium lainnya 1.000.000 1.000.000 0
3|12 Operasional PKK 10.932.500 10.869.500 63.000
3|1 Belanja Barang dan Jasa 10.932.500 10.869.500 63.000
311 - Alat Tulis Kantor 240.000 240.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 182.500 182.500 0
- Makanan dan minuman rapat 7.250.000 7.250.000 0
- Bahan praktek dan pelatihan 1.520.000 1.520.000 0
- Honorarium tim panitia 1.100.600 1.100.600 0
- Bantuan transport 2.080.000 2.080.000 0
- Surat kabar/majalah 80.000 17.000 63.000
3|13 Operasional LKMD/LPMD 1.157.000 1.157.000 0
3|13 Belanja Barang dan Jasa 1.157.000 1.157.000 0
- Alat Tulis Kantor 32.000 32.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 25.000 0
- Makanan dan minuman rapat 700.000 700.000 0
- Bantuan transport 400.000 400.000 0
3|14 Operasional Karang Taruna 2.200.500 2.200.500 0
4114 Belanja Barang dan Jasa 2.200.500 2.200.500 0
- Alat Tulis Kantor 212.000 212.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 28.500 28.500 0
- Makanan dan minuman rapat 760.000 760.000 0
- Belanja jasa upah tenaga kerja 560.000 560.000 0
- Bantuan transport 640.000 640.000 0
3] 15 Operasional Linmas/Hansip 2.700.000 1.295.000 1.405.000
3|15 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 1.295.000 1.405.000
- Alat Tulis Kantor 25.000 25.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 20.000 5.000
- Makanan dan minuman rapat 250.000 250.000 0
- Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.400.000 0 1.400.000
- Bantuan transport 1.000.000 1.000.000 0
3|16 Operasional pembinaan dan pengelolaan 4.800.000 4.800.000 0
pendidikan anak usia dini
3|16 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0
- Honorarium lainnya 4.800.000 4.800.000 0
3|17 Operasional pengelolaan dan pembinaan 8.240.000 0 8.240.000
posyandu
3|17 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000 0 8.240.000
- Belanja pakaian dinas dan atributnya 3.000.000 0 3.000.000
- Bantuan transport 800.000 0 800.000
- Belanja program makanan tambahan 4.440.000 0 4.440.000




2 3119 Kegiatan operasional PPKBD/SKD 1.758.000 1.718.000 40.000

2 3119 Belanja Barang dan Jasa 1.758.000 1.718.000 40.000
- Alat Tulis Kantor 112.000 112.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 16.000 16.000 0
- Makanan dan minuman rapat 150.000 150.000 0
- Belanja bantuan transport 1.480.000 1.440.000 40.000

2 [ 3|20 Fa5|ll?a§| penyelenggaraan kegiatan dan 4.000.000 4.000.000
pendidikan keagamaan

2 |3]20 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000
- Honorarium lainnya 4.000.000 4.000.000

2 |4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11.554.000 11.554.000 0

2 |4]8 Pengembangan seni budaya lokal 2.117.000 2.117.000 0

2 4|8 Belanja Barang dan Jasa 617.000 617.000 0
- Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan 17.000 17.000 0
- Belanja makanan dan minuman rapat 600.000 600.000 0
Belanja modal 1.500.000 1.500.000 0
- Belanja Pengadaan hewan dan ternak 1.500.000 1.500.000 0

2 4|13 Pembentukan dan fasilitasi kader 5.000.000 5.000.000 0
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

2 [ 4]13 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0
- Alat Tulis Kantor 145.000 145.000 0
- Belanja pos dan materai 30.000 30.000 0
- Fotokopi, cetak, Penggandaan 25.000 25.000 0
- Makanan dan minuman rapat 50.000 50.000 0
- Bantuan transport 4.750.000 4.750.000 0

2 [ 4]17 Fasilitasi penyelenggaraa!n kegiatan kesenian 3.200.000 3.200.000 0
lokal dan peringatan hari besar

2 | 4]17 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 3.200.000 0
- Makanan dan minuman rapat 1.200.000 1.200.000 0
- Belanja barang untuk diberikan kpd 2.000.000 2.000.000 0

masyarakat
20 Kegiatan pendirian dan Pengembangan 1.237.000 1.237.000 0

BUMDEs
Belanja barang dan jasa 1.237.000 1.237.000 0
- Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan 37.000 37.000 0
- Belanja makanan dan minuman rapat .1.200.000 .1.200.000 0

2 |5 Bidang Tidak Terduga 0 0

2 513 Tanggap Darurat Bencana 0 0

2 | 5|3 Belanja Barang dan Jasa 0 0
Barang untuk diberikan kepada masyarakat 0 0
JUMLAH BELANJA 1.468.532.914 | 1.435.412.208 32.493.892
SURPLUS / (DEFISIT) (22.573.607) 10.547.099 | (33.120.706)

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan 22.573.607 16.369.500 6.204.107

3 |1|1 SILPA tahun 2017 22.573.607 16.369.500 6.204.107
JUMLAH PEMBIAYAAN 22.573.607 16.369.500 6.204.107
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN 0 26.916.599 | (26.916.599)

ANGGARAN

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA KUMPULREJO

( BASUKI )




DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Acara : Musdes Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDes TA 2018

Tempat : Balai Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon

Tanggal : 18 Maret 2019

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4

1 Basuki Kepala Desa 1

2 Afif Muhammad Sekretaris Desa 2

3 Chumaidi Kasi Pemerintahan 3

4 Sugiyanto Kaur Umum 4

S Suparto Ristiyono Kaur Keuangan S

6 Roziqin Kaur Perencanaan 6

7 Sarip Suroso Kasi Kesra 7

8 Rochmad Sodikin Kasi Pelayanan 8

9 Turiyadi Kadus I 9

10 | Nasrullah Kadus II 10

11 | Sumadri Staf Kasi Pemerintahan | 11

12 | Kastur Staf Kaur Umum 12

13 | H. Solichin, S.Pdi Ketua BPD 13

14 | Suratman, S.Ag Wakil Ketua BPD 14

15 | Ngamdani Sekretaris BPD 15

16 | Muhlisin Anggota BPD 16

17 | Muji Slamet Anggota BPD 17

18 | Suryoto Anggota BPD 18

19 | Muhammad Imam Anggota BPD 19

20 | H. Zaenudin Anggota BPD 20

BPD Desa Kumpulrejo
Sekretaris,

( Ngamdani )




DAFTAR HADIR RT/RW DAN LEMBAGA DESA DESA

Acara : Musdes Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDes TA 2018

Tempat : Balai Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon

Tanggal : 18 Maret 2019

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4

21 | Kunarso Ketua RW 1 21

22 | Anas Ma’ruf Ketua RW 2 22

23 | Ali Ketua RW 3 23

24 | H. Sumono Ketua RW 4 24

25 | Sukiman Ketua RT 01 RW 01 25

26 | Riyatno Ketua RT 02 RW 01 26

27 | Subandi Ketua RT 03 RW 01 27

28 | Didik Prasetyo Ketua RT 04 RW 01 28

29 | Sumpeno Ketua RT 05 RW 01 29

30 | Mabrur Ketua RT 06 RW 01 30

31 | M. Fahrudin Ketua RT 01 RW 02 31

32 | Sumanto Ketua RT 02 RW 02 32

33 | Masduki Ketua RT 03 RW 02 33

34 | Sujoko Ketua RT 04 RW 02 34

35 | Zamsari Ketua RT 05 RW 02 35

36 | Usman Ketua RT 06 RW 02 36

37 | M. Zaeni Ketua RT 07 RW 02 37

38 | Biyono Ketua RT 08 RW 02 38

39 | M. Tarom Ketua RT 01 RW 03 39

40 | Sapani Ketua RT 02 RW 03 40

41 | Ahmad Muzaedi Ketua RT 03 RW 03 41

42 | Karsono Ketua RT 04 RW 03 42

43 | Kiswadi Ketua RT 05 RW 03 43

44 | Bayu Ardiyansah Ketua RT 06 RW 03 44




45 | Supriyanto Ketua RT 01 RW 04 45
46 | Nur Sukamto Ketua RT 02 RW 04 46
47 | Sapuan Ketua RT 03 RW 04 47
48 | Moh Tarom Ketua RT 04 RW 04 48
49 | Djumadi Ketua RT 05 RW 04 49
50 | Soleh Ketua RT 06 RW 04 50
51 | M. Khusnun Ketua RT 07 RW 04 51
52 | Nasirudin Ketua RT 08 RW 04 52
53 | Edi Setiawan Ketua LPMD 53
54 | Suwanti Sekretaris LPMD 54
55 | Sri Susilowati Bendahara LPMD 55
56 | Heri Purwanto Anggota LPMD 56
57 | Asih Supartini Anggota LPMD 57
58 | Agus Makmun Anggota LPMD 58
59 | Nur Kholis Anggota LPMD 59
60 | Diyono Anggota LPMD 60
61 | Abdul Khamid Koordinator KPMD 61
62 | Sugiri Anggota KPMD 62
63 | Sutrisno Anggota KPMD 63
64 | Junaedi Anggota KPMD 64
65 | Sri Hartini Anggota KPMD 65
66 | Surini TP PKK 66
67 | Siti Rochayatun Anggota TP PKK 67
68 | Muawanah Anggota TP PKK 68
69 | Diah Susanti Anggota TP PKK 69
70 | Musa’adah Anggota TP PKK 70
71 | Nur Salamah Anggota TP PKK 71

BPD Desa Kumpulrejo
Sekretaris,

( Ngamdani )




PERATURAN DESA KUMPULREJO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL
2019







